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Pendahuluan
Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang
mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia.
Pemahaman yang baik mengenai hukum waris sangat diperlukan agar proses
pembagian harta dapat dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan hukum, dan
menghindari konflik antar ahli waris. Artikel ini akan membahas hak dan kewajiban ahli

waris dalam perspektif hukum waris di Indonesia.

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak
menerima harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, besarnya bagian

masing-masing, serta tata cara pembagiannya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menafsir
ulang ketentuan waris Islam agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa
menghilangkan substansi ajaran Islam. Pendekatan kontekstual-historis dan magashid
syariah dinilai mampu menjembatani antara teks dan realitas sosial, sehingga hukum

waris dapat lebih adil, inklusif, dan aplikatif.

Landasan Teori
Dasar Hukum Terkait Hukum Waris

a. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49
ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama



antara orang orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dan UU No 50 Tahun
2009 Ttg Perubahan kedua UU Nomor 3 Tahun 2006.

b. UU Nomor 49 Tahun 2009 TTg Perubahan No 2 Tahun 1986Tentng Peradilan UMUM.
c. UU No. 16 Tahun 2019 Ttg Perubahan atas UU No 1 tahun 1974Ttg.Perkawinan.

d. KUH Perdata (BW).
e. Inpres No 1 Tahun 1991 Ttg.Peraturan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan
sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah
pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang
lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hokum waris tidak tercantum dalam Kitab
Undang Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris
tersebut diatur oleh KUH Perdata

Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada Pasal 131
Indische Staatsregelling yaitu bumi putra/penduduk asli,Timur Asing (Tionghoa, India,
Pakistan, sudan, Arab.dIl) dan golongan Eropa. Sebagai akibat keadaan ini maka hukum

waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih berlakunya pluralisme hokum kewarisan
Di Indonesia, hukum waris dikenal dalam tiga sistem hukum utama, yaitu:

Hukum Waris Adat: Berlaku berdasarkan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap

daerah.

Hukum Waris Islam: Berdasarkan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan
Hadis.

Hukum Waris Perdata: Berlaku bagi non-Muslim dan diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang secara hukum berhak menerima bagian dari harta

peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia). Ahli waris bisa terdiri dari:



Ahli waris berdasarkan hubungan darah, seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara
kandung.

Ahli waris berdasarkan pernikahan, seperti suami atau istri yang sah.

Dalam beberapa sistem hukum, anak angkat atau orang yang ditunjuk melalui wasiat

juga bisa menjadi ahli waris.

Hak Ahli Waris

Ahli waris memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum, antara lain:
Hak atas bagian warisan

Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian harta sesuai ketentuan hukum yang
berlaku (misalnya, dalam hukum Islam: laki-laki mendapat dua kali lipat bagian

perempuan).
Hak menolak warisan (recht van beraad)

Ahli waris dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan, terutama jika harta

warisan lebih banyak mengandung utang daripada aset.
Hak mengajukan permohonan penetapan waris

Dalam banyak kasus, ahli waris berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk

penetapan siapa saja ahli waris sah dan bagian masing-masing.

Kewajiban Ahli Waris

Selain hak, ahli waris juga memiliki beberapa kewajiban hukum, antara lain:
Menyelesaikan Utang Pewaris

Sebelum harta warisan dibagi, kewajiban pewaris yang belum diselesaikan (seperti utang

atau pajak) harus terlebih dahulu dilunasi dari harta peninggalan.
Menjaga dan Mengelola Harta Warisan Sementara

Ahli waris harus menjaga harta peninggalan hingga proses pembagian selesai, agar tidak

terjadi penyalahgunaan atau kerugian.



Mematuhi Wasiat (jika ada)

Jika pewaris meninggalkan wasiat, ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan isi
wasiat selama tidak bertentangan dengan hukum dan bagian maksimal wasiat (seperti

dalam hukum Islam, tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan).

Pentingnya Pembagian Warisan Secara Adil

Salah satu penyebab utama konflik dalam keluarga besar adalah pembagian warisan
yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penting bagi
setiap keluarga untuk memahami sistem hukum waris yang berlaku, membuat dokumen-
dokumen penting seperti surat wasiat, serta melibatkan notaris atau pengacara bila perlu

agar proses berjalan adil dan damai.

Pembahasan

Secara lebih mendalam, diskursus mengenai relevansi hukum waris Islam di era
global juga berkaitan erat dengan bagaimana nilai-nilai keadilan universal diterjemahkan
ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Banyak anggapan muncul bahwa hukum waris
Islam sulit beradaptasi dengan prinsip kesetaraan gender yang kini menjadi agenda
global. Namun, jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam, esensi dari faraid
adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Perbedaan nominal dalam pembagian harta
tidak dapat dipisahkan dari beban tanggung jawab nafkah yang dipikul oleh masing-
masing individu. Masalahnya, ketika beban tersebut mulai bergeser di era modern,
masyarakat memerlukan sebuah ijtihad baru yang mampu menangkap semangat
keadilan tersebut tanpa harus mengubah teks yang sudah bersifat tetap atau gath’i. Oleh
karena itu, penting untuk membedakan mana wilayah hukum yang tidak bisa berubah
dan mana wilayah penerapan yang bersifat fleksibel sesuai dengan perubahan waktu

dan tempat.

Merespons dinamika tersebut, kajian mengenai hukum waris Islam menjadi sangat

krusial untuk ditinjau kembali. Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang



membahas isu kewarisan, sebagian besar cenderung bersifat parsial dengan hanya
menyoroti satu aspek saja, seperti fokus pada ketidaksetaraan gender atau sekadar
benturan antara hukum Islam dan adat. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong
tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan komprehensif. Kajian
ini menggabungkan analisis filosofis melalui pendekatan tujuan hukum Islam atau
Maqgashid Syariah, analisis sosiologis yang mengakomodasi kearifan budaya lokal, serta

tawaran solusi teknis praktis melalui penerapan transparansi digital.

Transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya
peran perempuan dalam ekonomi keluarga, perubahan bentuk keluarga dari extended ke
nuclear, serta tumbuhnya kesadaran atas hak-hak individu, telah menantang rigiditas
hukum waris klasik. Dalam masyarakat urban, sebagaimana ditunjukkan oleh Qodir
(2017) dan Azizy (2015), pembagian warisan tidak jarang diatur berdasarkan
kesepakatan bersama yang lebih egaliter, bahkan sering kali bertentangan dengan
ketentuan figh klasik. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat membentuk
pemahaman baru terhadap hukum waris yang lebih fungsional dan tidak sekadar bersifat

tekstual.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, terlihat bahwa kebutuhan untuk
melakukan reinterpretasi hukum waris Islam merupakan hal yang mendesak dan tidak
bisa dihindari dalam masyarakat modern. Reinterpretasi ini tidak bertujuan untuk
mengganti ajaran Islam, melainkan untuk menghidupkan kembali semangat keadilan
yang menjadi fondasi utama syariat. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual,
magqashid syariah, serta analisis sosial-budaya, hukum waris Islam dapat dikembangkan

menjadi lebih adaptif, inklusif, dan solutif terhadap tantangan zaman.

Penutup

Pemahaman yang baik tentang hukum waris akan membantu masyarakat dalam
menjalani proses pewarisan dengan tenang, adil, dan sesuai hukum. Hak dan kewajiban

ahli waris perlu dipahami sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan



semua pihak. Pada akhirnya, warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga soal keadilan,

tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga yang harus dijaga.

Sebagai simpulan, integrasi Magashid Syariah dalam sistem kewarisan modern
merupakan jalan tengah yang mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas.
Harmonisasi ini memungkinkan hukum waris Islam tetap berdiri tegak sebagai solusi
yang relevan bagi problematika masyarakat kontemporer. Keadilan tidak hanya dimaknai
sebagai pembagian angka, tetapi sebagai upaya untuk menjaga martabat manusia,
menjamin keamanan finansial keluarga, dan yang terpenting, menjaga kedamaian sosial.
Ketika sistem waris mampu mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi seluruh ahli
waris, maka kewibawaan syariat akan tetap terjaga di mata dunia. Keberhasilan dalam
mensintesiskan nilai-nilai filosofis ini dengan praktik kehidupan sehari-hari adalah kunci

utama agar warisan Islam tetap menjadi rahmat bagi semesta alam.
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